
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN GORONTALO UTARA 

 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA 

NOMOR 283 TAHUN 2025 

TENTANG 

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 

TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL 

PEMILIHAN 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 

tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana 

Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan 

KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat 

koordinasi; 

b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia Nomor: 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 

24 Februari 2025; 

c. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 

2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 

atas Perselisihan Hasil Pemilihan; 

d. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 691/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 7 April 

2025 perihal Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye untuk 

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut 

Putusan Mahkamah Konstitusi; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Gorontalo Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana 

Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut 

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil 

Pemilihan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6547); 

  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil  
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   Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 60); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 

tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 569); 

  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota; 

  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo 

Utara Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas 

Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gorontalo Utara Nomor  158 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2025 tentang 

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara 

Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan 

Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan; 

  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo 

Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan 

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan 

Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan; 

  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo 

Utara Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut 

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
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   Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut 

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan 

Hasil Pemilihan; 

  10. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 

55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

GORONTALO UTARA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN 

DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK 

LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN 

HASIL PEMILIHAN. 

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara 

Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas 

Perselisihan Hasil Pemilihan. 

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KESATU dilakukan dengan cara menghitung total 

dari biaya kegiatan:  

a. Pertemuan terbatas 

b. Pertemuan tatap muka dan dialog 

c. Pembuatan bahan kampanye 

d. Jasa manajemen/konsultan 

e. Kegiatan lain yang tidak melanggar 

f. Alat peraga kampanye 

g. Bahan kampanye 

h. Iklan. 

KETIGA : Total pembatasan pengeluaran dana kampanye untuk kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebesar 

Rp15.012.500.000,00 (lima belas miliar dua belas juta lima ratus 

ribu Rupiah). 
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